
BUPATI KUNIN GAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNIN0AN 
NOMOR TAHUN 202L 

TENTANG 

KETENTUAN POKOK PELAYANAN 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING 

KABUPATEN KUNINGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT KUNINGAN, 

a. bahwa Perusahaan Urum Daerah Air Mimum Tirta 
Kamuning Kabupaten Kunirgan didirikan dalarm 
raga memberikan jasa pelayanan air mimum/air 
bersih kepada masyarakat secara efektif dan efesien 
melalui tata kelola yang baik; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah 
Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 entang 

Perusahaan Urum Daerah Air Mimum Tirta Kam uring 

abpaten Kuningan, untuk menjamin pelayanan 
publik yang maksimad, Perusahaan Umum Daerah Air 
Minum Tirta Kamuing wajib dilengkapi dengan 
ketentuan pokok pelayanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetaplan 
Peraturan Daerah tentang Ketentan Pokok Pelayanan 
Perusahaan Umum Daera.h Air Minum Tirta Ka.muring 
Kabupaten Kuningan. 

1 Pasal 18 ayat (6) Udang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalamn 

Lingkungan Popisi Dijawa Barat [Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) 
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3I, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851]; 



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821J; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Noor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398] 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagairmana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noor 5679 

7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601J; 

8. Undang-Undang Nomor 17 fahun 2019 tentang 
Suber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6405] 

9, Undang-Undang Nomor II Tahu 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tanbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norr 6573), 

10. Peraturan Pemnerintah Noor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 

1l Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahu 2015 tentang 
Sistem Penyediaan Air Mimum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, 
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Taurnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5802) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaacn dan Pengawasan Penyelenggar aa.n 

peerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noror 6041 

13. Peraturan Pererintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daera.h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 

16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191) 

7 Peraruran Daerah Kabupaten Kuningan Noor 14 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
[Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 
Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daera.h 
Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 13 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daera.h Air 
Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 20I9 
Nomor 12, Tarbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Nomor 12). 

Degan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

dan 

BUPATT KUNINGAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN POKOK 

PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 

TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

I. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan. 

2. Pemerintah Darah Kabupaten adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
mnemimpin pelaksanaan urusan pemerinta.han yang 
menjadi kewenangan daerah otonor. 

3. peerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakvat daerah menurut asas otonomi dan 
tgas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas 

luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarm 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Bupati adalah Bupati Kuningan 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah 

6. Bupati Yang Mewakili Pererintah Daerah Dalam 
Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada 
Perusahaan Umum Daera.h yang selanjutnya disebut KPM 
adala.h organ perusahaan urum Daerah yang memegang 
kekuasaa tertinggi dalam perusahaan umum Daerah 
dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan 
kepada Direktur atau Dewan Pengawas 

7. AngSaran Pendapatan dan Belarja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keangan 
ta.hunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah 

8. Perusahaan Urum Daera.h Air Minum Tita Kamuning 
Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Perumda 
Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang 
seluruh modalnya dimiliki oleh emerintah Daerah dan 
tidak terbagi atas saham yang bergerak di bidang jasa 
pelayanan air minum dan usaha-usa.ha lainnya di 
Daerah. 

9. Direktur adalah Direktur Perumda Air Mimam 

10. Direktur adalah seorang pemimpin tertinggi Perumda Air 

Mium yang bertanggungiawab atas Pengurusan Per umda 
Air Mimum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air 
Minumn serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam 
maupun di lua Pengadilan 
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1l Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Ai 

Minum. 

2. Air Minum adalah air yang telah melalui proses 
pengolahan atau tanpa proses pengolahan serta 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 
diminum 

13. Air Bersih adalah air yang kwalitasnya memenuhi syarat 
kesehatan dan perlu dimasak terlebih dahulu sebelur 
diminum 

4.Air Baku adalah air baku untuk air minum rumah tangga 
yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat 
berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah 

dan/atau air hujan yang memenu.hi baku mutu tertentu 
sebagai air baku untuk air mimum. 

15. Swakelola adalah kegiatan pekerjaan yang direncanakan, 
dikerjakan /dikelola dan diawasi sendiri. 

16. ebutuhan pokok air minum sehai-hari adalah air untuke 
mememuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan 
untuk keperluan mimum, masak, mandi, cuci, peturasan 
dan ibadah. 

17. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum/Air Bersih adala.h 
kebutuhan air scbanyak 10 m'/kepala keluarga/ bulan 
atau 60 Liter /orang/hari, ata sebesar satuan volume 
lainnya. 

18. Penyediaan Air Mimum adalah kegiatan menyediakan air 
minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar 

mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan 
produktif 

19, Pelanggan adala.h orang atau badan hukum yang 
menggunakan jasa-jasa pelaya.nan Perumda Air Mimum 
dan telah terdaftar serta memenuhi persyaratan yang 
ditentukan untuk menggunakan jasa-jasa pelayanan 
terse but. 

20. Pelanggan khusus adalah Lembaga/institusi atau bad.an 
yang memanfaatkan air minumn untuk memenuhi 
kebutuhan yang diatur dalam perjanjian 

21.Pipa Transmisi adalah jaringan pipa atau saluran air yang 
menghubungkan sumber air dengan bak penampung air 
(reservoir dan atau penampung air lainnya 

22.Pipa Distribusi adalah jaringan pipe atau saluran air dari 
ba.k penampung air sampai dengan penampung pipa 
distribusi atau pipe-pipa untuk pelayanan penyediaan air 
ke rangkaian pipa dinas 

23. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa 
distribusi dengan meter air 
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24.ipa Persil adalah jaringan/instalasi pipa yang terpasang 
setelah meter air dilingkungan bangunan pelangga. 

25. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah 
kebijakan biaa jasa layanan Air Mimum yang diteta plan 
Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m') atau 
satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air 
Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan 

26. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih 
rendah dibanding Biaya Dasar. 

27.Tarif Dasar adala.h tarif yang nilainya sama atau 
ekuivalen dengan Biaya Dasar 

28. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi 
dibanding Biaya Dasar, 

29. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung 
berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minus dan 
pelanggan 

30. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total 
volume air terjual 

31.Meter Air adalah alat ukur pemakaian atau konsumsi air 

oleh pelanggan dan terpasang pada instalasi air mimum 
pelanggan dan sudah ditera oleh embaga berwenang. 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Asas pelayanan Perumda Air Minum diselenggaraka 
berdasaran asas kepentingan umum, kepastian hukum, 
kesamaan hake dan tidak diskriminatif, keseimbangan, 
profesional, partisipatif, keterbukaan, ketepatan, kecepatan 
dan kemudahan serta akuntabilitas 

Pasal 3 

Tujuan pelayanan Perumda Air Minum adalah 
a. terwujudnya pelayanan air mimum/air bersih dan 

pelayanan jasa usaha lainnya yang berkualitas dengan 
harga yang terjangk.au, 

b. tercapamnya keseimbangan kepentingan baik hak dan 
kewajiban antara pelanggan dan Perumda Air Mimum; 

c. tercapainya peningkatan efeketifitas dan efisiensi usaha 
serta peningkatan cakupan pelayanan; d.an 

d. membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian 
daerah sebagai salah sat umber Pendapatan Asli 

Daera.h 
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BAB III 
KETENTUAN POKOK PELAYANAN 

Bagian Kesatu 

Lingkup Pelaya.nan dan Kegiatan Lsaha 

Pasal 4 

(I) Pelayanan dan Kegiatan Usaha Perumda Air Minum 
antara lain meliputi 
a. pelaya.nan air minum/air bersih; 
b. pelayanan pengiriman air tangki/air bakeu; 
c. pelayanan hidran umum; 
d. pelayanan hidran kebakaran; 
e. usaha penyediaan air minumn dalamn kemasan;dan 
f. usaha lain yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf e 

da pat dilakukan secara swakelola atau dengan 
bekerjasama dengan pihak ketiga setelah 
mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Mimum 

(31 Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) huruff harus mendapat persetujuan KPM 

Bagian Kedua 

Aspek dan Sistem Pelayanan 

Pasad 5 

(I)Pelayanan air minu/air bersih sebagaimaa dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (l) huruf a merupakan pelayanan 
dasar masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok 
schan-hari. 

[2 Pelayanan air minum atau air bersih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) harus memperhatikan aspek 
kuahitas, kuantitaus, kontinuitas dan keterjangkauan. 

(3 Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan sistem 
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat 
(2), Perumda Air Mimum wajib menyusun, meneta pkan 
dan menerapkan standaur pelaya.nan yang berorientasi 
pada kualitas pelayanan dengan tida.k memberatkan 
penyelenggaraanya dan disesuakan memnurut karateristik 
daerah pelayanan 

(4) Untuk menerapkan standar pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Perumda Air Mimum menyusu 
dan menetapkan Maklumat Pelayanan. 
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Pasal 6 

(I)Sistem pelayanan air minum/air bersih Perumda Air 

Mimum dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan 

atau buka per pipaan. 

(2) Pelayanan melalui sistem jaringan perpip@an sebagaimana 
dimalesud pada ayat (I eliputi jasa pelayanan untuke 
e. Sambungan Rumah; 
b. Hidran Umum; dan 
c. Hidran Keba.karan. 

(3) Pelayanaan melalui sistem jaringan bukan perpipaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi jasa 
pelayanan untuk 
a. Mobil targki; 
b. Terminal Air; dan 
c. Air Mimum Dalam Kermasan 

Pasal 7 

(I)Pelayanan jasa sambungan rumah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan kepada 
masyarakat yang diakui dan secara sah telah tersam bung 
melalui jalur perpipaan sebagai pelanggan Perumda Air 
Minum menurut ketentuan peraturan perundang 
undangan 

(2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah 
setiap orang atau badan hukum yang secara sah telah 
terdaftar dalam data base pelanggan yang dibuktikan 
dengan memiliki Nomor Identitas Pelanggan / Nomor 
Sambungan 

(3) Tata cara dan ketentuan untuk menjadi pelanggan 
diteta pkan dengan Peraturan Dire.ktur 

Pasal 8 

(I)Pelayanan jasa hidran umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2 huruf b, merupakan pelaya.nan 
yang diberikan secara bersama sama oleh kelompok 
masyarakat dalam satu wilayah tertentu 

(2Hidran umum dikelola oleh penang8ngjawab hidran 
umum yang disetujui dan ditetapkan oleh Direktur 
Perumda Air Mrum 

(3) Setiap hidran umum yang terpasang tidak diperbolehkan 
untuk dialirkan secara langsung ke rumah 

8 



Pasal 

(I)Pelayanan jasa hidran kebakaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui 
pemasangan prasarans berupa hidran kebakaran yang 
ditempatkan di lokasi strategis sebagai sarana fasilitas 
umum dalam ranga membantu mempermudah 
mengatas1 penanggulangan bencana kebakaran 

2)Hidran Kebakaran disegel oleh Perumda Air Mimum dan 
swa.ktu-waktu dapat diputus apabila diperlukan secara 
darurat dengan catatan bahwa setiap pengguna atau 
dinas terkait wajib melaporkan pemutusan segel kepada 
Perumda Air Mimum selambat-lambatnya l x 24 jam 
setelah segel diputus 

(3) Untuk optimalisasi dan menjaga kesinambungan fungsi 
dari hidran kebakaran yang terpasang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), hidran kebakaran dikelola ole 
Perumda Air Minum dan atau dinas terkait melalui 
kesepakatan kerasama 

Pasal IO 

(pelayanan jasa mobil tangki sebagaimana dimaksud 
dalarm Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilakukaun dengan 
menggunakan mobil tangki air milik Perumda Air Minum 
kepada 

a, Peles.nggan yang tidak teraliri pendistribusian air akibat 
adanya kerusakan, kekurangan debit atau gangguan 
lainnya yang mengakibatkan pelayanan tidak dapat 
berjalan secara optimal dan kepada pelanggan tidak 

dikenakan biaya pengiriman; 
b. Masyarakat/piha.k lain selain pelanggan yang betrsifat 

komersial dengan dikenakan biaya memurut tarif yang 
ditetapkan; at.au 

c. Masyara.kart/ piha.k lain selain pelanggan yang bersifat 
sosial/bantuan 

[2Tata cara dan ketentuan tentang pelayanan jasa melalui 
mobil tangli air diatur dalam Peraturan Direktur 

Pasa Il 

Pelayanan jasa terminal air sebagaimana dimaksud dalarm 
Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan memanfaatkan 
sarana terminal air yang dibangun oleh Perumda Air Minum 
untuk dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan air 

curah 
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Pasal 12 

(I) Kegiatan usaha air minuam dalam kemasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, merupakan 
diversifikasi usaha yang dapat dilakukan Perumda Air 

Mimum dalam upaya pemberdayaan sumber alam yang 
dimiliki Pemerintah Daerah serta optimalisasi pendapatan 
dari Perumda Air Minum 

(2) Ketentuan mengenai tata cara dan pengelolaan kegiatan 
usaha air minu dalam kemasan diatur dengan 
Peraturan Direktur. 

Bagian Ketiga 
Hak, Kewajiban, Tagg8ng Jawab dan Larangan 

Paragrafl 
Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab dan Laracngan 

perumda Air Mimu 

Pasal 13 

Dalam rangk.a memberikan pelayanan kepada pelanggan, 
Perumda Air Mimam mempunyai hak 
a. mnengatur sister pelayanan dan pendistribusian air 

sesuai dengan kemampuan kapasitas produksi yang 
tersedia pada jaringan pelayanan dalam paya 

memberikan kenyamanan dan kepuasan pelayanan 
secara adil kepada semua pelangsun; 

b. menerima atau menoak permintaan seseorang atau 
suatu badan untuk menjadi pelanggan apabila 
berdasarkan alasan teknis mapun non teknis tidak 
dapat dilayani; 

c. melakukan penyegelan, pemutusan, penutupan 
sementara, pencabutan dan pem bongkaran sam bungan 
instalasi yang terpasang di pelanggan apabila pelangan 
yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dan 
aturan sebagai pelanggan atau berdasarkan permintaan 
pelang8an, 

d. menagih dan menerima pembayaran tagihan dan piutang 
atas pemakaian air oleh pelanggan atau pembeli lainnya, 

e. mengenaan serta menarik denda dan atau menerapkan 
sanksi atas pelanggaran yang dilakcukan 
pelanggan/masyarakat non pelarggan sesuai dengan 
ketentuan dan aturan yang berlaku; 

f mnelakukan pemeriksaan atas rangkaian pipe dines dan 

pipa persil dilokasi tanah dan rumah atau bangunan 
pelanggan apabila diperlukan untuk memastikan instalasi 
pipa dinas, meter air dan pipa persil berfungsi dengan 
baik: 

' 



g melakukan pemutusan sambungan air minuam sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelanggan yang 
tidak mematuhi ketentuan pelayanan yang berlakeu; 

h. mengenakan konsumsi pemakaian rata-rata, apabila 
meter air pelanggan tidak dapat dibaca oleh petugas baik 
akibat karena rumah terkunci, meter buram, meter 
tertimbun atau had-had lain yang menyulitkan pragas 
dala embaca meter air; 

i. melakukan perluasan cakupan pelayanan air minuam dari 

jaringan pipa yang terpasang; 
j. memasuki lokasi tanah bangunan milik pelanggan untuk 

kepentingan pembacaan/ pencatatan stand meter air, 

pemeliharaan, perbaikan, penggantian, penyegalan, 
pemututusan dan pemindahan instalasi pipa dinas dan 
meter ar; 

k. mendapatkan perlindungan hukum dari pelanggan yang 
beritikad tidak baik serta melakukan pembelaan diri 
sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa 
konsumen;dan 

l mengggat masyarakat atau organisasi lainya yang 
melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan 
sarana pelayanan air mimum 

Pasal 14 

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pelanggan, 
Perumda Air Minum mempunyai kewajiban 
a. memberikan pelayanan sccara optimal kepada pelanggan 

dengan tidak diskriminatif, kecuali dalam keadaan force 
maeur; 

b. menyusun, menetapkan dan mempublikasikan pedoman 
pelayanan, 

c. menginformasikan setiap hal yang berkenaan dengan 
sister atau tata kelola pelayanan, bauik kepada calon 
pelanggan maupun pelanggan, 

d menyediakan sarana layanaan pengaduan 24 jam ; 
e. menerima dan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan 

pelanggan atau masyarakat lain terhadap tidak baiknya 
pelayanan yang diberikan Perumda Air Mimum; 

f. memberikan jaminan bahwa jasa pelayanan yang 
diberikan sesuai dengan ketentuan pelayanan yang 
berlaku dibidangnya; 

g melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala 
sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; 

h. melakukan pembacaan/pencatatan stand meter air 

pelanggan setiap bulannya, dan 

i. ikcut serta mendukung program pemerintah dalam bentuk 
kegiatan kepedulian sosial (corporate social responsibilitg). 



Perumda Air Mimum mempunyai targgung jawab 
a. memelihara sarana dan prasarana air baku, instalagi 

pengolahan mapun jaringan transmisi dan distribusi 
serta pipa dinas, sehingsa pendistribusian air kepada 
pelanggan dapat berjalan secara berkesinambungan; 

b. memberi kompensasi atau ganti rugi atas pelayanan air 

minum yang tidak maksimad kepada pelanggan, damn 
c. mengganti meter air yang rusak bukan karena kelalaian 

pelanggan atau kurangnya pemelihara.an dan 
pengamanan oleh pelanggan 

Pasal 16 

(I) Perumda Air Minum, dilarang untuk 
a. menutup, memutus, membongkar instalasi 

sambungan langganan/meter air secara sepihake 
taunpa ala.san, kecuali adanya tata tertib dan 
ketentuan Perumda Air Mimurn yang dilanggar oleh 
pelanggaon 

b. menjatuhkan sanksi kepada pelanggan yang tidak 

sesuai dengan jenis pelarggarannya; dan 
c. memungut biaya tidak sesuai dengan standar dan 

ketentuan yang ditetapkan. 
(2 Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Direktur tentang Kepegawaian Perumda Air 

Mmnum. 

Paragraf 2 

Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab dan Laurangaun Pela.rggan 

Pasal 17 

Setiap pelanggan, mempunyai ha.k 
a. mendapatkan kenyamatan dan pelayanan pemenuhan 

kebutuhan air secara optimal menurut standar yang 
berlaku; 

b. memperoleh pemberitahuan, penjelasan atau informasl 

yang jujur dan benar berkaitan dengan gangguan, 
besarnya tagihan dan biaya lainnya serta ketentuan da 
proses pelayanan Perumda Air Minum; 

c. menyampaikan keluhan/ pengaduan yang berkaitar 
dengan ketidaksesuaan tag han dan biaya 

d menyampaikan kritik dan saran at.as peayanan yang 
diterima untuk peningkatan pelayanan kearah yang lebib 
baik, 

e. mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ; 
f. mendapatkan reduksi/ dan atau restitusi akibat 

kesalahan pembacaan meter oleh petugas Perumda Air 

Mimum, 



g mendapatkan kompensasi/ganti rugi atas pelayanan tidak 
ma.ksimal akibat kelalaian yang dilakukan oleh Perurda 
Air Minum; 

h meminta atau mengajukan pemutusan sementara secara 
tertulis apabila pendistribusian air epelanggan terhenti 
dalam jangka waktu selama 15 (Lima belas) hari berturut 
turut;dan 

' 
mendapat.kan 
penyelesaian 
patut 

advokasi, perlindugan, dan upaya 
sengketa perlindungan konsumen secara 

Pasal 18 

Penggunaan hak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
huruf h tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk 
membayar tagihan atas pemakaian bulan sebelumnya kecuali 
untuk tagihan yang terbit pada saat air terhenti yang 
dihitung sejak tanggal pelaporan. 

Pasal 19 

Pelang8an, mempunyai kewajiban; 
a. membaca, mentaati dan mematuhi seluruh ketentuan 

pelayanan yang diberakuka Perumda Air Mimum; 
b. membayar biaya pelayanan dan tagiha.n bulanan secara 

tepat waktu berikut denda dan atau sanksi yang harus 

dibayar (apabila ada) sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

c. memehihara dan bertanggungiawab atas rangkaian pipa 
dinas dan meter air serta pipa persil yang ade di lokasi 

tan.ah atau tempat tinggal atau lingkungan pelanggandari 
kerusakan atau keh~lan@an; 

d. melaporkan kejadian kerusakan pipa atau sarana 
pelayanan lainnya yang dapat mengakibatkan terjadinya 
gangguan pelayanan; 

e. melaporkan kepada Perumda Air Minum atau aparat 
berwenang lainnya apabila mengetahui terdapatnya 
pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap 
sarana dan prasarana pelayanan Perumda Air Minum; 

f, melaporkan atau meregistrasi ulang data pelanggan 
a pa bila terjadi perubahan kepemiikan; 

g. memberi kemudahan akses atau ijin kepada petugas 
Perumda Air Mimum dalam melaksanakan tugasnya di 
lokasi tanah/bangunan pelanggan untuk kepentingan 
pembacaan/pencatatan stand meter air, pemeliharaan, 
pernaikan, pengecekan, penggantian, penyegelan, 
pemutusan dan pemindahan instalasi pipa dinas dan 
meter air serta kepentingan administrasi lainnya; dan 

h. mergikuti dan mematuhi upaya penyelesaian sengketa 
secara msyawara.h, aribtrase, dan terakhir secara hukum 
apabila terjadi perselisihan 



pelanggan, mempunyai tanggung jawab untuk ; 
a. melakukan perbaikan pipa persil (aringan pendistribusian 

air setelah meter air], 

b. meng@anti kerusakan atau kehilangan atau berubahnya 
posisi instalasi meter air; dan 

c. menjaga keamanan dan memehihara pipa dinas dan 
instalasi meter air yang ada di lokasi tanah atau bangunan 
pelang8an. 

Pasal 21 

Pelan8an dilarang untukt 
a. mengambil /memanfaatkan air tanpa melalui instalasi 

resmi menurut ketentuan dan standee Perumda Air 

Mimum; 
b. membuka dan/atau mnerusak segel yang terdapat pada 

instalasi meter air; 
c. memindahkan letak/posisi, membuka/mencabut 

dan/atau merusak instalasi pipa dinas dan meter air; 
d. menyedot air langsung dari pipa dinas/instalasi milik 

Perumda Air Minum dengan alat/ pompa penyedot; 
e. menjual atau mendistribusikan air keluar dari pipa persil 

atau bangunan pelanggan tidak sesuai peruntukan jeris 
pelanggan atau tidak seijin Perumda Air Mimum; dan 

f. menyambung sendiri instalasi pipa dinas dan meter 
air/melakukan pencuran air dari pipa dinas tanpa 
menggunakan meter air baik saat status pelangqan a.ktif 

maupun sesudah pelangqan dinyatakan tidak aktif. 

Bagian Keempat 
Jaringan Pelayanan Air Minum/Air Betsih 

Pasad 22 

(IJaringan Pelayanan Air Mimum/air bersih Perumda Air 

Minum dapat terdiri dari Bak Penampung Air (Intake], 

Bangnan Pergolahan, Pipa Transmisi, Pipa Distribusi 
dan rang.kaan jarngan pipa dinas 

2) Pemasangan pipa transmisi, distribusi dan atau rangkaian 
jaringan pipa dinas dilakukan oleh dan menjadi tanggung 
jawab Perumda Air Minum 

(3) Perasangan pipa saluran persil dapat dilaksanakan oleh 
Perumda Air Mimum atau oleh instalatur yang ditunjuke 
pelanggan dan/atau oleh pelanggan sendirisesuai stander 
jaringan pipa persil untuk pelayanan Perumda Air Mimum 
dan menjadi tanggung jawab pelanggan. 



(4 Meter air yang sudah ditera dipasang dan disegel oleh 
Perumda Air Mimuen sebagai alat yang berfungsi untuk 
mengukur banyaknya pemakaian air oleh pelanggan 

(5) Pipa Transmisi, Distribusi, rangkaian pipa dinas beserta 
accesoriesnya dan meter air yang telah terpasang menjadi 
aset Perumda Air Minuam. 

Bagian Kelima 
Pelayanan Sambungan Ruma.h 

Paragraf l 

Biaya Pelayanan 

Pasal 23 

(I)Biaya jasa pelayanan sambungan rumah pelanggan, 
meliputi 
a. biaye Perasangan Sambungan Baru; 
b. biaya Balik Nama/Ganti Identitas; 
c. biaya Buka Kembali, 
d. biaya Penutupan Sementara, 
e. biaya Penyambungan Kembali; dan 
f biaya Jasa Pemasangan Pipa Pers~l. 

(2)Biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) huruf a, dikenakan kepada setiap 
orang atau badan hukum yang bermaksud menjadi 
pelanggan baru atau kepada pelanggan yang sudah 
dica but sambungan instalasi pipa dinasnya. 

(3) Biaya penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) huruf d, dikenakan pada setiap pelanggan yang 
atas permintaan sendiri mengajuan permohonan 
penutupan sementara sambungan langganannya 

(4) Biaya penyambungan kembali sebageimane dimaksud 
pada ayat () huruf e, dikenakan kepada setiap pelanggan 
yang instalasi airnya tela.h diputus lebih dari 6 (enam) 
bulan tetapi kurang dari 1 (satu) tahun sejak tang&al 

pemutusan. 

(5 Tata cara dan ketentuan besarnya biaya jasa pelaya.nan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), (2), [3) dan () 
ditetapkan dengan Peraturan Direktur 



Paragraf 2 
Informasi dan Pelayanan Pengaduan 

Pasal 24 

(I)Perumda Air Minum wajib menyediakan sarana 
penyarpaian Informasi dan pengaduan atas pelayanan 
jasa yang diberikan kepada pelanggan. 

[2] Terhadap setiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I], wajib ditindaklanjuti baik secara teknis mau pun 
administrasi dengan dibuat Benita Acara hail 

pelaksana.an 

(3] Perumda Air Mimum w@jib memberikan informasi yang 
diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas 

pengaduan, kejadian atau keadaan bersifat khusus dan 
berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan kualitas, 
kuantitas atau kontinuitas pelayanan 

(4) Ketentuan dan tata cara pengelolaan informasi dan 
pengaduan pelayanan Perumda Air Mimum diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Direktur sesuai dengan 
Prosedur Operasional Standar (Standard Operating 
procedures) yang dimiliki 

Bagian Keenam 
Penutupa dan Pencabutan Instalasi 

Pasal 25 

Penutupan dan Pencabutan Instalasi pelanggan dapat 
dilakukan apabila 
a. Pelanggan dengan sengaja merusak, membuka dan 

memindahkan atau mengubah jaringan dan instalasi yang 
terpasang tanpa sepengetahuan Perumda Air Mimum; 

b. Pelanggan menjual atau memperdagangkan air pada 
instalasinya tanpa mendapat ijin khusus dari Perumda Air 

Minuam; 

c. Pelanggan menggunakan pompa ata.a alat sejenis lainya 
untuk menghisap air secara langsung dari instalasi 
pelangan; dan/ ata 

d Pelanggan melakukan pencurian air 

Pasal 26 

(lPemutupan sementara dapat dilakukan apabila ; 
a. Pelanggan mengajukan permohonan tertulis penutupan 

sementara untuk selama-lamanya 3 (tiga bulan dengan 
ketentuan pelanggan yang bersangkutan tidak meriliked 
tunggakan baik tungga.an tagi han air mnaupun non air; 

b. Pelanggan menunggak pembayaran tagihan air selama 
2 (dua) bulan berturut-turut seja.k tanggal penagihan 



selama-lamanya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; 
atau 

• Terjadi ha dilar kendali 
Perumda Air Minum 
megalirkan/mendistribusika 
pelanggan 

(2) Pelanggan yang mengajukan permohonan buka kembali 
at.as penutupan sementara akibat dari ketentuan yang 
ditetapkan pada ayat (1) huruf a dan b dikenakan biaya 
buka kembali 

(3)Kejadian diluar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) huruf e sekurang-kurangnya terjadi dalam waktu 15 
(lima belas) hari berturut-turut dan terhadapproses 
pembukaan/ penyambungan kembalinya tidak dikenakan 
biaya 

Pasal 27 

(l)Pencabutan/pembongkaran instalasi pelanggan dilakukan 
a pabila 

a. Telah berhenti menjadi pelang@an selama 6 (enanm) 
bulan terhitung sejak tanggal penutupan dan 

pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pesa] 25 
at.au pemutusan sementara se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (l) huruf a dan b; atau 

b. Pelanggan tidak mematuhi kewajiban dan ketentuan 
yang telah ditetapkan. 

(2) Penyambungan kembali instalasi pelanggan yang sudah 

dilakukan pencabutan/pembongkaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l dikenakan biaya pemasangan 
sambungan baru. 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Pelanggan 

Pasal 28 

() Pela.nggan, dikelompokan menjadi ; 
a. Kelompok I; 
b. Kelompok I, 
c. Kelompok [It; dan 
d. Kelompok Khusus 

2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, 
menampung jenis-jenis pelanggan Kran Umum, sosial, 
tempat ibadah dan pendidikan dasar. 

(3) Kelom poke [I sebagairana dimaksud pada ayat (I) huruf b, 
menampung jenis-jenis pelanggan domestik/rumah 
tangga yang konsumsi air minumnya untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari-hari 

17 

yang mengakibatkan 
tidak dapat 

air melalui pipa ke 



(4) Kelompok Ill sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
c, menampung jenis-jenis pelanggan Instansi Pemerintah, 
Niaga, usaha, Rumah Sakit/Klinik Kesehatan serta 
industn. 

5) Penentuan jemis-enis pelanggan dalam masinge-masing 
kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
(3) dan (4) ditetapkan dalam Peraturan Direktur Perumda 
Air Minum berdasarkan kondisi obyektif dengan 
menerapkan dan memperhatikan prinsip keterjangkauan, 
keadilan dan sistem subsidi silang 

(6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan 
berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam 

perjanjian kerjasama 

BAB IV 

TARIF AIR MINUM 

Bagian Kesatu 
Kebijakan Penetapan Tarif 

Pasad 29 

(lJ Tarif merupakan biaya jasa air minumn yang wajib dibayar 
oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air mimum yang 
diberikan Perumda Air Minum 

(2 Taif merapakan pendapatan perumda Air Mimum dan 

terdiri atas tagihan pemakaian air serta be ban tetap 

Pasal 30 

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan 
pada; 
• Keterjangkauan dan Keadilan; 
b. Mutu Pelayanan, 
e. Perulihan Biaya, 
d. Efesiensi Pemakaian Ai, 

e. Perlindungan Air Baku, dan 

f. Transparansi dan Akuntabilitas 

Pasal 31 

(I)Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
hurufa, adalah bahwa 
a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air 

minum disesuaikan dengan kemampan membayar 
pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah 
Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat 
perseratus) dari pendapatan dari pendapatan 
masyarakat pelanggan, at.au 



b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air 
minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
diberlakukan tarif seting-tingginya sama dengan tarif 
rendah. 

[2Keadilan sebagaimana dirmaksud dalam Pasa 30 huruf a 
dicapai melalui 
a. Penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antaur 

kelompok pelanggan; dan 
b. Penerapan tarif progresif dalam rangla mengupayakan 

penghematan perggunaan air mimum. 
(34 Masyarakat Berpenghasilan Renda.h sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) huruf b lebih lanjut diatur dalam 
Peraturan PM 

Pasal 32 

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pase] 30 
huruf b dilakukan melalui penetapan tariff yang 
mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu 
pelayanan yang diterima oleh pelanggan. 

Pas@l 33 

(lPemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf c, merupakan pemulihan biaya secara penuh (full 
cost recover yang ditujukan untuk menutup kebutuhan 
operasional 

(2) Perulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional 
scbagaimana dimaksud pada ayat (l) diperoleh dari hasil 
perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya 
dasar 

(34 Volume kehilangan air sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3 dihitung berdasarkan volume kehilangan air hasil audit 
penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kegatan 
pengurangan kehilangan air di tahun berjalan 
berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggara 
Perusahaan dikalikan volume air terprodu.ksi 

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4 dilakukan 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang 
undangan 

(Eiesienisi pemakaian air dan perlindungan air baku 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 30 huruf d dan e 
dilakukan melalui penerapan tarif progresif. 

(2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) diperhitungkan melahi penetapan blok konsumsi 
aur mmnum. 



(3 Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang 

pemakaian /konsumsinya melebihi standar kebutuha 
pokok air mimum 

Pasal 35 

Transparansi dan akuntabilitas sebagaimama diralsud 
dalam asa 3O huruf f, proses perhitungan dan penetapan 
tarif diantaranya dilakukan melalui 
a. Menyampaikan informasi dan menjaring aspirasi yang 

berkaitan dengan rencana perhitungan dan penetapan 
tarif oleh perumda Air Minum, atau 

b. Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang 
undagan yang berlaku sehingga dalarm perhitungan dan 

penetapannya dapat dipertanggungiawabkan. 

Pasal 36 

Gubernur menetapkan Tarif batas atas dan Tarif batas 
bawah, dengan cara 
a. menetapkan Tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% 

(empat perseratus] dari pendapatan masyara.kc.at 
pelanggan berdasarkan Upah Minimal Kabupaten (UMK] 

b. menetapkan Tarif batas bawah sesuai dengan kebutuhan 
biaya dasar sebagaimana dimaksud dalam Pesa 33 ayat 
[2) untuk tahun anggaran berikutnya 

c. penetapan tarif sebagaimana dimaksud huruf a dan b 
paling lambat bulan 4uni tahun anggaran sebelumnya. 

Pasal 37 

(I]Penetapan blok onsumnsi air minun sebageimana 
dimaksud dalam Pasat 34 ayat (2) dibagi menjadi 
a. Blok konsursi air minum untuk memenuhi standar 

kebutuhan pokok; dan 

b. Bloke konsumsi air minum untuk pemakaian diatas 
stander kebutuhan pokok 

(Blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar 
kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (J 

hurufa dikelompokan dalam I (satu) bloke 

(3 Blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas 
standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) huruf b dapat dibagi menjadi beberapa blok. 

Pasal 38 

(I) Tarif pada Perumda Air Minum dibedakan dalam 4 (empatj 
Jens, yautu 
a. tarif rendah; 
b. tarif dasar; 
c. tarif penuh; dan 



d. tarif kesepakatan. 

2) Taif Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e 
dilakukan untuk pengembangan pelayanan air minum 
diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus 
menutup biaya penuh. 

(3 Tarif Penuh sebagaimana dimaksud pade ayat (2 
dilakukan berdasark.an keuntungan yang wajar dengen 
rasio laba terhadap aktiva paling rendah sebesar 10% 
(sepuluh perseratusj 

Pasal 39 

(I)Perumda Air Mimum menetapkan struktur dan variasi tarif 

berdasarkan ketentuan Kelompok Pelag&an sebagairmana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (I), blok konsumsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan jenis tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. 

(2 Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(I) huruf a, menampung jenis jenis pelanggan yang 
membayar tarif rendah untuk memenuhi stander 
kebutuhan pokok air minum. 

(3)Kelompok II scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(l) huruf b, menampung jenis jenis pelanggan yang 
membayar tarif dasar untuk memenuhi stander 
kebutuhan pokok air minum 

(4) Ketentuan membayar tarif dasar sebagairman.a dimaksud 
pada ayat (3 dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga 
yang menggunakan air diatas kebutuhan dasar. 

(5 Terhadap pelang8an rumah tang8a sebagairana 
dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran tarif 
penuh. 

(6] Kelompok Ill sebagaimana dimaksud dalama Pasal 28 ayat 
(I) huruf c, menampung jenis-jenis pelang8an yang 
membayar tarif penuh untuk memenuhi standar 
kebutu.han pokok air mimum. 

(7]Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (l) huruf d, menarnpung jenis pelang8an yang 
mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian 
yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang 
dituangkan dalam perjanjian dan akan mendistribusikan 
air minum kepada pihak lain. 

(8 Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7 
terdiri dari 
a. non komersial; dan 
b komersual 



(9 Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8] 
huruf a, diberlakukan sekurang-kurangnya membaya 
sama dengan tarif dasar 

(10) Kelom poke Khusus sebagairmana dimaksud pada ayat (8) 
huruf b, diberlakukan sekurang-kurangnya membayar 
sama dengan tarif penuh. 

Pasad 40 

(I)Perumda Air Mimum mengenakan tagihan standar 
bulanan kepada setiap pelanggan apabila pemakaian air 

kurang dari volume pemakaian air minimum 

(24 Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Direktur 

Bagian Kedua 
Perhitungan Biaya Dasar dan Biaya Usaha 

Pasal 4l 

(I)Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap 
meter kubik air minuam dihitung atas dasar biaya usaha 
dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume 
kehilangan air standar dalaum periode satu tahun 

(24 Volume kehilangan air standar sebagaimana 
dimaksudpada ayat (l) dihitung berdasarkan rata-rata 
volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun 
sebelumnya dan kegiatan pengurangan kehilangan air 
ditahun berjalan berdasarkan dokumen Rencana Kerja 
dan Anggaran Perumda Air Mimum dikalikan volume air 

terproduksi. 

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (I 
dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan 
Perumda Air Minum yang meliputi: 
a. biaya operasi dan pemeliharaan; 
b. biaya depresiasi/amortisasi; 
c. biaya bunga pinjaman; dan/atau 
d. biaya lain 

Pasal 43 

(I Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud 
dalam asa] 42 huruf a merupakan semua beban 
operasional mulai dari sumber air, produksi sampai 
denga distribusi 

(2) Biaya depresiasi amortisasi scbagamana dimaksud 
dalam Pesa] 42 huruf b merupakan semua be ban 



penyusutan terhadap aset yang berbentuk mapun tidake 
berbentuk 

(3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimasud dala 
Pasal 42 huruf c merupakan beban keuangan yang 
meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban 
keuangan lainnya terkait dengan pinjaman 

(4 Biaya lain sebagimaa dimaksud dalam Pasa 42 huruf d 
merupakan biaya tidak terduga yang mendukeung 
operasional Perumda Air Minum 

Bagian Ketiga 
Mekaisme dan Prosedur Penetapan tarif 

basal 44 
(I Rancangan tarif disusun oleh Direktur dengan 

berpedorman pada rencana bisnis serta Rencana Kerja dan 
disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dibuatkan 
rekomendasi pengesahan kepada PM 

(2]PM renetapkan tarif air mimum paling lambat bulan 
November setiap tahun 

(3) KPM dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7] kepada 
Direktur 

(4Apabila PM menetapkan tarif di bawah pemulihan biaya 
penuh (full cost recover, gubernur pada saat pelaksanaan 
evaluasi Rancanga Peraturan Daera.h tentang Anggaran 
pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, berkewajiban 
untuk menetapkan pemberian subsidi dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui 
penyertaan modal daerah dalam rangka pemenu han 
standar pelaya.nan air minimal 

(54 Tata cara dan ketentuan perhitungan dan penetapan tarif 

Perumda Air Mirum ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

Bagan Keempat 
Tagihan Air Mimum 

Pasal 45 

(l)Jumlah tagihan air mimum yang diterbitkan Perumda Air 

Minum dihitung berdasarkan pengguaan /konsrumsi air 
oleh pelanggan yang tercatat dalam meter air dikali 

dengan tarif ditambah biaya beban tetap 

2) Pencatatan pengunaan air oleh pelanggan dilakukan 
selama periode pemakaian tertentu yang ditetapk.an oleh 
Perumda Air Mimum. 



(3) Mekarisme dan ketentuan pencatatan, perhitungan dan 
pembayaran tagihan air minum ditetapkan dalam 
peraturan Direktur 

Pasa 46 
(I)Pelanggan yang tidak melakukan pembayaran tagihan air 

mimum berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam 
Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Paa 

45 ayat (3) dikenakan sanksi denda keterlambatan 
pembayaran tagihan 

(2Tata cara dan ketentuan besamnya sanksi denda 
sbagaimaa dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan 
Peraturan Direktur 

Bagian Kelima 
Pemeriksaan /Penelitian Meter Air 

Pasad 47 
(lApabila merasa ragu terhadap kualitas meter air yang 

terpasang pada instalasi air minumnya, pelanggan dapat 
mengajukan permohonan pemeriksaan atau penelitian 
terhadap kondisi meter air 

(2 Perumda Air Mimum wajib melakukan tindak lanjut atas 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l], dan 
menjamin agar meter air yang terpasang pada setiap 
instalasi pelanggan dapat berfungsi dengan baik. 

Bagan Keenan 
Restrukturisasi Perumda Air Minum 

Pa.sad 48 

(I)Dalam hal tarif perumda Air Mimum tidak mermen@uhi 
pemulihan biaya penuh (full cost recovery, Gubernur 
mnerekomendasikan melakukan restrukturisasi internal 
Perumda Ar Mmum. 

[2)Restrukturisasi sebagaimana dirmaksud pada ayat (1 
mencakup keuangan, manajemen, operasional, sister dan 
prosedur. 

(3 Dalam hal taurif tidak mememuhi peruihan biaya penuh 
(full cost recover 3 (tiga) tahuan berturut-turut, Gubermur 
melakukan analisis kelayakan usaha Perumda Air Minum 



BAB V 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR 

Pasal 49 

(I)Dalam memenu.hi standar pengelolaan dan pelayanan 
minimal air minum atau air bersih, kegiatan yang 
dlaksanakan oleh Perumda Air Minum dilengkapi dengan 
prosedur operasional standar 

[24Jenis prosedur operasional standar sebagairmana 
dimaksud pada ayat (l], meliputi 
a. Prosedur Operasional Standar unit air bakeu 

b. Prosedur Operasional Standar unit produksi; 

e. Posedur Operasional Standar unit distribugi; 
d. Prosedur Operasional Standar unit pelayanan; dan 
e. Posedur Operasional Standar unit pengelolaan 

(3)Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) disusun oleh Direktur dan disetujui oleh 
Dewan Pengeawas 

BAB VI 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 50 

(l4Setiap Pelarggan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, c dan d dikenakan 
sanksi administratif berupat 
a. Tegran lisan; 
b. Peringatan tertulis; 
c, Penggantian atau perbaikan fasilitas yang dirusak; 
d. Penyegelan, dan/atau 
e. Denda administrasi berupa biaya Penegakan Peraturan 

Daerah 

(2 Denda administrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf e dibayarkan ke Kas Daerah, selambat-lambatnya 
x24jam sejak ditetapkan. 

(3 Ketentuan lebih lanjut tentang penerapan sanksi 
administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

( Pengenaan sanksi administratif dan denda administrasi 
kepada Pelanggan tidak menghapus sanksi pidana 

BAB VIL 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 5l 

(I Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daera.h in 

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah 



(2 Dalam melaksanakan tugas penyidikca, wewenang 

penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana, 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat 

kejadian dan melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 

tanda pengenal diri tersangka, 
d. melakuan penyitaan benda atau surat, 
e. mengambil sidik jari dan memotret orang 

lain/seseorang 
f. memangeil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

g mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah 
mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti 
atau peristiwas tersebut bukan merupakan tindale 
pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut 
kepada penuntut urum, tersangka atau keluarganya; 

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
da pat dipertanggungiawabkan 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Darrah tidak berwenang 
untu.k melakukant penangkapan da/atau penahanan 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (y 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasi penyidikannya pada penuntut 
umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

BAB VII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 52 

(I Pelanggan yang melanggar ketentuan sebageimana 
dimaksud dalam Pasa] 2 huruf a, e dan f, dapat 
dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (ima puluh 
juta rupiah) 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l] 
adalah pelanggaran 

(3) Denda sebagairmana dimaksud pada ayat (l) merupakan 
penerimaan daerah 

(4) Dalam ha tindak pidana yang dilakukan oleh Pelanggan 
diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari 
ketentuan pada ayat (l), maka dikenakan ancaman 
pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 53 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakuPeraturan 
Daerah Kabupaten Kuningan Nomar 17 Tahun 2008 tentang 
Ketentuan Pokoke Pelayanan Perusahaan Daera.h Air Mirum 
Kabpaten Kuningan (Lembaran Dacrah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2008 Nomor 83 Seri E,Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 84), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku 

peraturan pelaksanaan 
ditetapkan paling lama 
Daera.h ini diundangkan 

Pasal S4 

eraturan Daera.h ini harus 
I (satu tahun sejak Peraturan 

Pasal 55 

mulai 

Diteta.pkan di Kuningan 
pada tanggal 7y 22 

0 

• I 

, 

Peraturan Daerah 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuninga.n 

_iE_Ma._ 

DIAN RACHMAT YANUAR 

• 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 202I NOMOR 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA 

suer[2-/2-12-2) 

Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal 7-+-a9a¢ 

eat: 



PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

KETENTUAN POKOK PELAYANAN 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING 
KABUPATEN KUNINGAN 

I. UMUM 

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional 
pengelolaan dan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minur 
Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta meningkatkan kinerja 
perusahaan sebagaipenunjang peningkatan pelayanan terhadap 
masyarakat, selama ini telah diatur ketentuan Pokoke Pelayanan Air 

Mimum Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kuningan Noor 17 Tun 2008. 

Seubungan dengan telah terbitnya Undang-undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah 
Narmor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum dan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahu 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah, make Peraturan Daerah Kabupaten 
Kuningan Noror IT Tahun 2008 dimaksud perlu ditinjau kembali 

Untuk peninjauan kembali Peraturan Daerah dimaksud, sesua 
dengan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 
Kamuning kKabupaten Kuningan, agar kegiatan pelayanan Perumda Air 

Minumn dapat berjalan secara maksimad, perlu dilengkapi dengan 
Ketentuan Pokoke Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Mimum 
Tira Karuing Kabupaten Kuningan disesuai dengan perkembangan 
dan tuntutan kebutuhan dewasa ini yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daera.h 

II PASAL DEMI PASAL 

Pasal l 

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah 
yang digunakan dalar Peraturan Daera.h ini, sehingga dengan 
demikiaon dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam 
menafsirkannya. 

Pasal 2 

Kepentingan umum artinya pemberian pelayanan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. 
Kepostian hkuum artinya menjamin terwujudnya ha.k dan 
kewajiban dalam penyelengqaraan pelayanan 
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Pusad 9 

Cukupjelas 
Pesal 10 

Cukupjelas 
Pasal 1l 

Cukup jelas 
Pasal 12 

Cukupielas 
Pasal 13 

Cukup jelas 
Pasal 14 

Cukeup jlas 

Pasal 15 

Cukupjclas 
Pasal I6 

Cukup jclas 

Pasal 17 
Huruf a 

Cukup ielas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf f 

Cukup jclas 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan mendapatkan kompensasi/ganti rug atas 
pelayanan tidak maksimad akibat kelalaian yang dilakukan oleh 
Perumda Air Mimum adalah bentuk kompensasai/ganti rugi yang 
diberikan kepada pelanggan yang tidak memperoleh pelayanan 
optimal sesua kesepakcatan dan ketentuan yang telah disepakati 
baik dilihat dari aspek teknis maupun non teknis. Adapun bentuk 
korpensasi yang diberikan perumda Air Minum dapat berupa 
pengiriman pemenuhan kebutuhan air melalui mobil tangki, 
pemberian keringan pembayaran, penghapusan denda 
keterambatan dan atac penghapsan tunggaka.n sesai dengan 
sistem akuntansi yang berlaku dilingkungan Perumda Air Mimum. 

Pasal 18 

Cukup jelas 
Pasal 19 

Cukupjelas 

Pasal 20 

Cukup jelas 
Pasal 21 

Cukupjelas 



Kesamaan hake dan tidak diskriminatif artinya pemberia 
pelayanan tidak membedakan suku, ras, aga.ma, golongan, gender 
dan status ekonomi 
eseimbangan hak dan kewajiban artinya pemenuhan hak harus 
sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh 
pemberi mau pun penerima pelayanan. 
Professional artinya pelaksaa pelayanaun harus memiliki 
kemampuan yang scsuai dengan bidang tugasnya 
Partisifatif artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, 
kcbutuhan yang diukur dengan kemampuan yang dimiliki 
eterbukaan artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan 
muda.h mengases dan memperoleh informasi mengena 
pelayanan yang diinginkan. 

Ketepatan, Kecepatan dan Kerudahan aurtinya pemberian 
pelayanan dilakukan secara tepat sesuai standar pelayanan, 
cepat, dan mudah terjangkau 
Akuntabilitas artinya proses penyelerggaraan pelayanan harus 
dapat dipertang~ungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan pengiriman air baku adalah 
pendistribusian atau penjualan air baku baik yang dilakukan 
melalui mobil tangki ataupun melalui kerjasama pendistribusian 
melalui perpipaan yang diatur menurut perjanjian kerjasama 
business to business) atau (B to B]. 

Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Cukup jclas 
Huruf e 

Cukup jelas 
Huruf e 

Cukup jelas 

Paseal 5 

Cukup jelas 
Pasal 6 

Cukup jelas 
Pasal T 

Cukupjelas 
Pasal 8 

Cukup jelas 
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Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 

Culeup jela 

Pa.sal 25 

Cukupelas 
Pasal 26 

Cukup jelas 
Pasal 27 

Cukup jelas 
Pesa 28 

Cukupjelas 
Pasal 29 

Cukupjelas 
Pasal 30 

Cukup jelas 
Pasal 31 

Cukupjelas 
Pasal 32 

Cukupjelas 
Pasal 33 

Cukup jelas 
Pa.sal 34 

Cukup jelas 
Pasal 35 

Cukup jelas 
Pasal 36 

Cukup jelas 
Pasal 37 

Cukup jelas 
Pasal 38 

Cukup jelas 
Pasal 39 

Cukup jelas 
Pasad 40 

Cukup jelas 
Pasal 4l 

Cukup jelas 
Pasal 42 

Cukup jelas 
Pasal 43 

Cukup jelas 
Pasal 44 

Cukup jelas 
Pasal 45 

Cukup jelas 
Pasal 46 

Cukup jelas 



Pasad 47 

Cukup jclas 
Pa.sad 48 

Cukup jelas 
Pasal 49 

Cukup jelas 
Pa.sad SO 

Cukup jelas 
Pasal SL 

Cukup jelas 
Pasal 52 

Cukup jelas 
Pasal 53 

Cukup jelas 
Pasad 54 

Cukup jelas 
Pase] 55 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 


